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WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kota
Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, maka perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

o 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe



Menetapkan :

24.

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota
Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2020 Nomor 9);

Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun
2025 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

Kota adalah Kota Lhokseumawe.

Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut
Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe
sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota
Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat
Pemerintah Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota
sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Lhokseumawe.

Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.



13.

14.

15.

16.

17.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah
Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025 terdiri
atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 822.149.476.344,00
2. Belanja Daerah Rp. 833.801.374.315,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (11.651.897.971,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 12.651.897.971,00
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 11.651.897.971,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00



Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran

2. Lampiran

3. Lampiran
4. Lampiran

5. Lampiran

6. Lampiran

7. Lampiran

8. Lampiran

9. Lampiran

I

II

[Ia
IIIb

IlIc

I1d

IITe

IIf

g

Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek, dan Subrincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Bantuan Sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan
Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Belanja Bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek dan Subrincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah  Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang
APBK dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBK Dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp822.149.476.344,00
(Delapan ratus dua puluh dua milyar seratus empat puluh sembilan
juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh
empat rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



(1)

(2)

(1)

Pasal 5

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp80.895.025.543,00 (Delapan
puluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua puluh
lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp50.871.365.493,00 (Lima puluh milyar
delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima
ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp3.451.500.000,00 (Tiga milyar empat
ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp15.500.000.000,00 (Lima belas milyar lima ratus juta
rupiah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp11.072.160.050,00 (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta
seratus enam puluh ribu lima puluh rupiah).

Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b direncanakan sebesar Rp727.907.832.958,00 (Tujuh
ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh juta delapan
ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp697.608.856.000,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh milyar
enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu
rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.298.976.958,00 (Tiga
puluh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan
ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan
rupiah).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf C direncanakan sebesar
Rp13.346.617.843,00 (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh



enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat
puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp833.801.374.315,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga milyar
delapan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus
lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a0 o

(3)

Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 9

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a direncanakan sebesar Rp630.482.353.960,00 (Enam
ratus tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),
yang terdiri atas:

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Subsidji;

Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

Qo op

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp404.519.983.386,00 (Empat ratus
empat milyar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus
delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp187.294.160.840,00 (Seratus
delapan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta
seratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp1.005.000.000,00 (Satu milyar lima juta
rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp16.282.039.744,00 (Enam belas milyar
dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu tujuh
ratus empat puluh empat rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp21.381.169.990,00 (Dua puluh
satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam
puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).



(1)

(5)

Pasal 10

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b direncanakan sebesar Rp76.604.262.935,00 (Tujuh
puluh enam milyar enam ratus empat juta dua ratus enam puluh
dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.253.740.216,00 (Dua
puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus
empat puluh ribu dua ratus enam belas rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp21.805.390.829,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga
puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan
ratus sembilan puluh rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp23.335.973.890,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga
puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan
ratus sembilan puluh rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.209.158.000,00
(Tuyjuh milyar dua ratus sembilan juta seratus lima puluh
delapan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua
milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

(1)

Pasal 12

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf d direncanakan sebesar Rp124.714.757.420,00 (Seratus
dua puluh empat milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus
lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp7.673.581.619,00 (Tujuh milyar enam
ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu
enam ratus sembilan belas rupiah).



(3)

(1)

(1)

(1)

(2)

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl117.041.175.801,00 (Seratus
tujuh belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh
lima ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rpl11.651.897.971,00 (Sebelas milyar
enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh
tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri
atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp12.651.897.971,00 (Dua belas
milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan
puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar
rupiah).

Pasal 14

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp12.651.897.971,00 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh
satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 15

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri atas
Penyertaan modal daerah.

Pasal 16

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp(11.651.897.971,00) (Minus sebelas milyar enam ratus
lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu
sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp11.651.897.971,00 (Sebelas milyar enam ratus lima
puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu
sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
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Pasal 17

(1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, dengan cara
melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 1




